SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 260, Pasal 263, Pasal

264 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014, Juncto Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Juncto Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, mengamanatkan daerah sesuai dengan kewenangannya
menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang salah
satunya adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

yang ditetapkan oleh kepala daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf

a, dan dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Probolinggo Tahun
2010-2014 kedalam perencanaan tahunan, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2055-2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun
2014 Nomor 32);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Probolinggo
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4);
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2012 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun
2012 Nomor 32);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

a k0N

10.

11.

12.

13.

14.

Daerah adalah Kota Probolinggo.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.

Walikota adalah Walikota Probolinggo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang Selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD,
dinas daerah, lembaga teknis daerah, badan perencanaan pembangunan
daerah, inspektorat, kecamatan dan kelurahan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan
pemerintahan di Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah
dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJIMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD Tahun 2016 adalah RKPD Kota Probolinggo untuk periode satu (1) tahun
yaitu Tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2016.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan bebas maksimal anggaran
yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.



15. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Yyang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

16. Rencana kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)

tahun.

Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan RKPD Tahun 2016.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan
Penjabaran dari RPIMD Tahun 2010-2014 dan mengacu pada RKP Nasional
Tahun 2016 serta RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 yang memuat
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana
kerja, dan pendanaanya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah
Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) Prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan
untuk :

pelayanan pendidikan;

. pelayanan kesehatan dan kependudukan;

penanggulangan kemiskinan dan pengangguran;

. infrastruktur dan tata ruang;

reformasi birokrasi, tata kelola dan pelayanan publik;
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iklim investasi dan iklim usaha;

. lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
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. lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.
(3) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :
a. acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk APBD Tahun Anggaran 2016;
b. pedoman dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2016, sekaligus sebagai dasar
lebih lanjut untuk menyusun RKA-SKPD Tahun 2016; dan
c. salah satu sarana fasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat/
swasta/institusi non Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan

pembangunan Daerah Tahun 2016.

Pasal 4
(1) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disajikan dengan

sitematika sebagai berikut :



pendahuluan;

. evaluasi hasil kinerja pembangunan Daerah;

rancangan kerangka ekonomi Daerah;

. prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahun 2016;
rencana program dan kegiatan prioritas Daerah; dan
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kaidah pelaksanaan.

(2) Uraian sistematika RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 5
Walikota berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab atas RKPD Tahun
2016.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Juni 2015

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd
Hj. RUKMINI
Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd
H. JOHNY HARYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2015 NOMOR 34
Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014



